Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM

[T T T —r————— BT EE S

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR  : 75 TAHUN 2001

TENTANGIDG

PROSEDUR PEMEROSESAN FERMOHONAN 1ZIN TEMPAT USAHA

.

DALAM EABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan kepada
masyaraekat, khususnya di bidang Izin Tempat Usaha
maka dipandang  perlu menetapkan prosodur dan
pemerosesan  permohonan JIzin Tempat Usaha da 1ani
Kabupaten Muara Endim.

bahwa untuk Preosedur dan Pemerosesan Permohonan I[zin -
Tempat Usaha dalam Kabupaten Muara Enim dimeksud,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Muara Endm.

Undang-undang Homor 28 Tahun 1959 Tentang
Fembentukan Daeralh Tingkat I7T dan Kota Praja 41
Sumatera Selatan ([(Lembaran WNegara EI Tahun 1958
Momor . 73, Tawmbahan Lembaran Negara HNomor T821)

Uadang—ndang Homor 22 Tabhun 1993 Tesglang -Pemeriatahb
Daerah | Lembaran Negara RI tahun 1999 HNomor 60,
Tambahan Lembaran Negars Nomor 3839 }

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara
Enim MNomor 9 Tahun 19837 tentang Penyvidik Pegawai
Megeri Sipil delam Kebupaten Deerah Tingat II Muarae
Enim ;

Feraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 21
Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kebupaten Daerah Tingkat [II Muara Enim tentang
Retribusi Daerah vang tidak sesuai dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahvn 1997 tentang Pajak Daerash dan
Retribusi Daerah



5. Peraturen Daerah Kabupaten Muara Enim MNomor 16 Tahun
2001 tentang Pemungutan Uang Leges {(Lembaran TDaeerah
Kabupaten Muara Enim Tahan 2001 Nomor 82) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim MNomor 23 Taehun
4001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 89).,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROSEDUR FEMEROSESAN
PERMOHONAN IZ2IN TEMPAT USAHA DALAM XKABUPATEN MUARA

EMIM,
BAR I
Eetentuan Umum
Pasal 1
e
Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Esbupaten Muara Enim.
c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
“ d. Dinas Perindustrian, Perdagangen dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan EKoperasi EKabupaten Muara
Enint.
€. Eepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Eabupaten Muara Enim.
. Usaha adalph setiap kegiatan pengusaha vang bertujuan untuk
% mempercleh keuntunigan.
b | g. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan/pekerjasan, tempat

membeér i jaHa, fempat  menjual Jasi; Cempat mETC AT
keuntungan.

h. Surat Izin Tempat Usaha { SITU } adalah merupakan Izin vang
diberikan oleh Bupati atau Pejabat vang ditunjuk bagi tempat

usaha.

1. Pemilik Surat Izin Tempat Usaha adalah setiap pengusaha atau
Badan Hukum atas mnama siapa Surat Izin Tempat Usaha
diberikan.

BAR I
Prosedur Izin Tempat Usahas
Peaal 2

Sotiap orang atau Dadan Usahe vang mendiriksn, membuka dan atau
mempérluas tempat usahanva di Daerah diwajibkan memiliki - Surat
fein Tempat Usaha;




.
b.

c.

Mot . B {1},
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(2).

Pagal 3

Permohonan  Tein Tempat Usaha disjukan secara tertulis di eatas
L segel atan bermaterad cukup kepada Bupati melalui Camat setempat
vang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurshan dengan melampirkan
saebagai berikut

FPas fote ukuran 3 x 4 cm sebanvak 3 lembar.

Foto copy KTP (Surat Keterangan Tanda Penduduk).

Sket lokasi tempat wusaha yang diketahui aleh Kepala
Deah!Kalurﬂhan.

Folo COpy ekte notarie vang telah didaftarkan pada
Pengedilan Negeri bagi perusahaan yang berbadan hukum.
Persetujuan tetanggs vang berbatasan langsung dengan Pemohon
yvang diketahui oleh Kepala DesafKepala kelurahan.

- Melampirkan surat Keterangan Tempat Usahe atau IME yang ada.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim EKomizi FKecamatanm di
lapangan vang memuat :
- Tdentitas pemohon

= Identitas peruszahaan

~ Situasi lingkungan dan tetangga

- Pemeriksasn permohonan tersebut ¥YHANE harus tegas
menvatakan '

= Permohonan tersebut memenuhi svarat, dapat dikabulkan

- Permohonan tersebut tidak memenchi svarat, harus ditolak

Rekomendasi dari Camat setempat vyang ditujukan kepadse Bupati

melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

~ BAB 111
Pengelolaan/Pemerosesan dan Pengawasan Petrizinan

Pasal] 4

Permohonan Tzin Tempat Usaha dipruaﬁa aleh Dinas Perindﬁa—

triam Perdagangan dan Koperasis: o o e L ———

Tugas unit pemerosesan irin adalah _
&. Memberikan penjelaszan, informasi dan petunjuk kepada
pemahon. . .
b. Meneliti kelengkapan persyaratan pemohon.
Hara[isturl permochonan  dan rroses  lehih lanjut wuntuk

. pelaksanaannya, .
d. Membuat minut Keputusan Bupati.
&. Membuat petikan/salinan FKeputusan . Bupati untuk

difan#htEngani oleh Sekrtetaris Daerah dan selanjutnya
disimp&ikpn. kepada ¥ang  bersangkwtan dan = yang
berkepentingan. o -
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[3). Jangks waktu berlakunya Surat Izin Tempat Izaha
se lama perusahaan masih menjalankan usahanva dalam rangks
PeEngawasan dan pengendalian Izin Tempat Usaha wajib
didaftarkan wlang setiap 5 {(lima) tahun.

(4). Untuk pendaftaran ulang pemohon mengajokan permohonan
tertulis di atas segel atau bermeterai cukup kepada Hupati
melalui Camat setempat vang diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dengan melampirkan Surat I[zin Tempat Usaha
[SITU) msli.

BAE 1V
Biegya Leges
Pazal 5

Terhadap Surat Izin Tempat Usahs dan daftar ulang Surat Izin
Tempat Usaha (S3ITU) dikenakan biavs leges yang besarnve sesuai
dengan koetentuwan yang berlaka.

BAR V
Ketentuan Penutup
Pasal &

Eeputusan ini mulai berlake pada tanggal diundangkan agar BUpaya
setlap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan keputusan
ini dengan menempatkannysa dalam Lembaran Dserah Kabupaten Muara
Ervim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tangegal 23 Fopeuber 2009

BUPATI MUARA ENIM,

L4
AAMAD 30FJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggdsl 23 Fopember 2001

SEEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

L

ENIM,

AN ROBAIN SIROD

BARAN DAERAI KABUFATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR fi8.



